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Abstrak 

Perkembangan transformasi digital telah mendorong perubahan paradigma dalam tata kelola teknologi informasi (IT 

Governance) dari pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan dan pengendalian menuju tata kelola yang lebih adaptif, 

agile, dan mendukung inovasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan literatur ilmiah mengenai 

IT Governance dalam konteks transformasi digital menggunakan metode bibliometric analysis berbasis database Scopus 

periode 2021–2026. Proses analisis dilakukan melalui tahapan pencarian data, screening dokumen, serta visualisasi dan 

pemetaan ilmiah menggunakan Biblioshiny. Dataset akhir penelitian terdiri atas 421 artikel jurnal yang dianalisis untuk 

mengidentifikasi tren publikasi, kontribusi penulis, institusi, dan negara, serta struktur konseptual dan perkembangan 

tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi mengenai IT Governance mengalami peningkatan 

signifikan, khususnya pada periode 2024–2025. Tema penelitian juga mengalami pergeseran dari fokus kepatuhan, audit, 

dan kontrol menuju digital governance, digital transformation, artificial intelligence, cybersecurity, dan e-government. 

Selain itu, Tiongkok menjadi negara dengan kontribusi publikasi dan sitasi tertinggi dalam domain penelitian ini. Temuan 

penelitian menegaskan bahwa tata kelola TI modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga 

sebagai instrumen strategis untuk mendukung transformasi digital, inovasi organisasi, dan pengembangan kapabilitas 

digital secara berkelanjutan. 

Kata kunci : bibliometric analysis; digital governance; digital transformation; IT governance; transformational agility  

 

1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap cara organisasi menjalankan bisnis, 

mengelola informasi, mengambil keputusan, dan memberikan layanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi seperti 

cloud computing, big data, artificial intelligence (AI), dan Internet of Things (IoT) mendorong organisasi melakukan 

transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, inovasi layanan, fleksibilitas bisnis, serta daya saing 

organisasi [1]. Namun, di balik manfaat tersebut, transformasi digital juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti risiko 

cybersecurity, kebocoran data, ketidaksesuaian implementasi teknologi dengan strategi bisnis, serta kegagalan 

pengelolaan investasi TI [2]. 

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) menjadi faktor penting 

untuk memastikan penggunaan teknologi informasi berjalan efektif dan selaras dengan tujuan organisasi. Pada awal 

perkembangannya, IT Governance lebih berfokus pada aspek kontrol, audit, kepatuhan (compliance), dan pengendalian 

risiko melalui kerangka kerja seperti COBIT dan ITIL. Namun, perkembangan transformasi digital menyebabkan 

pendekatan tata kelola TI tradisional mulai menghadapi keterbatasan karena organisasi modern membutuhkan tata kelola 

yang lebih fleksibel, adaptif, dan mampu mendukung inovasi digital [3].  

Kondisi tersebut mendorong munculnya paradigma baru dalam IT Governance, seperti digital governance, digital 

agility, strategic agility, dan ambidextrous IT governance yang menekankan keseimbangan antara stabilitas operasional 

dan inovasi digital [4]. Perkembangan ini terlihat dari semakin luasnya penerapan tata kelola digital pada berbagai sektor, 

seperti pemerintahan, pendidikan, perbankan, kesehatan, manufaktur, hingga smart city. Selain itu, penelitian 

menunjukkan bahwa IT Governance memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi, efektivitas 

pengelolaan teknologi, optimalisasi proses bisnis, serta percepatan transformasi digital [5]. 

Meskipun demikian, penelitian mengenai IT Governance dalam konteks transformasi digital masih memiliki beberapa 

keterbatasan. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada studi kasus tertentu sehingga belum memberikan gambaran 

menyeluruh mengenai perkembangan penelitian secara global. Selain itu, perkembangan tema penelitian, hubungan antar 

topik, dan pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis kepatuhan menuju tata kelola digital yang lebih adaptif belum 

banyak dipetakan secara sistematis menggunakan pendekatan bibliometrik [6]. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode bibliometric analysis berbasis database 

Scopus untuk menganalisis perkembangan penelitian mengenai IT Governance dalam konteks transformasi digital selama 

periode 2021–2026. Analisis dilakukan menggunakan Biblioshiny untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan publikasi, 

penulis, institusi, dan negara yang paling berpengaruh, serta memetakan struktur konseptual, klasterisasi topik, dan 

pergeseran fokus penelitian dari pendekatan compliance-oriented governance menuju digital agility governance lintas 

industri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai evolusi penelitian IT Governance sekaligus 

menjadi referensi bagi pengembangan penelitian tata kelola digital di masa mendatang.  

 

2. Landasan Teori 

Landasan teori dalam penelitian ini memuat konsep, teori, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan IT 

governance, transformasi digital, dan analisis bibliometrik. Pembahasan tersebut digunakan sebagai dasar teoritis untuk 

mendukung penelitian serta mengidentifikasi perbedaan fokus kajian dengan penelitian sebelumnya. 

Penelitian “IT Governance Maturity Assessment at PT PLN Suluttengo Using COBIT 2019” mengevaluasi tingkat 

kematangan tata kelola TI menggunakan kerangka COBIT 2019 dan menunjukkan bahwa beberapa proses tata kelola 

masih memerlukan peningkatan [7]. Sementara itu, penelitian “Towards an Adaptive Strategic IT Governance Model for 

SMEs” mengusulkan model tata kelola yang lebih adaptif bagi organisasi skala kecil dan menengah karena kerangka tata 

kelola yang umum digunakan pada organisasi besar dinilai kurang sesuai dengan karakteristik UKM [8]. Penelitian 

“Impact of IT Governance Process Capability on Business Performance: Theory and Empirical Evidence” menunjukkan 

adanya hubungan antara kapabilitas proses tata kelola TI dan kinerja organisasi [5]. 

Kajian mengenai IT Governance juga dilakukan dalam konteks transformasi digital. Penelitian “Developing Digital 

Capabilities through IT Governance: A PLS-SEM Analysis in Moroccan Higher Education Institutions” menunjukkan 

hubungan antara tata kelola TI, absorptive capacity, dan kapabilitas digital organisasi [9]. Adapun penelitian “Key 

Ambidextrous IT Governance Mechanisms for Successful Digital Transformation: A Case Study of Bank Rakyat 

Indonesia (BRI)” mengidentifikasi mekanisme tata kelola yang mendukung transformasi digital melalui pendekatan 

ambidextrous [10]. 

Kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai tata kelola teknologi informasi berkembang dalam 

berbagai konteks organisasi, termasuk sektor pemerintahan, institusi pendidikan, sektor perbankan, dan organisasi skala 

kecil dan menengah. Perbedaan konteks tersebut menunjukkan bahwa fokus penelitian mengenai IT governance tidak 

hanya berkaitan dengan pengendalian dan kepatuhan terhadap kerangka kerja tata kelola, tetapi juga berkaitan dengan 

pengembangan kapabilitas digital serta dukungan terhadap transformasi digital. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi 

tema penelitian dalam literatur yang dapat dipetakan lebih lanjut melalui pendekatan bibliometrik untuk mengidentifikasi 

tren publikasi, struktur pengetahuan, serta klaster tematik dalam bidang IT governance dan digital transformation. 

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara IT governance dan transformasi digital, masih 

terdapat beberapa aspek yang belum banyak dipetakan melalui pendekatan bibliometrik. Perbedaan fokus penelitian, 

penggunaan variabel yang beragam, serta variasi konteks industri menunjukkan adanya celah penelitian yang masih dapat 

dikembangkan lebih lanjut. 

Gap pertama berkaitan dengan pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis kontrol menuju kelincahan digital. 

Studi pada PT PLN masih menekankan audit, kepatuhan, dan pengendalian proses tata kelola TI melalui kerangka 

COBIT. Sebaliknya, penelitian pada sektor perbankan dan organisasi skala kecil menyoroti kebutuhan tata kelola yang 

lebih adaptif dalam mendukung transformasi digital. Konsep seperti digital agility dan ambidextrous IT governance mulai 

banyak digunakan, namun penelitian bibliometrik yang memetakan pergeseran fokus tersebut masih terbatas. 

Gap kedua berkaitan dengan variasi mekanisme penghubung antara IT governance dan kinerja organisasi. Beberapa 

penelitian menjelaskan hubungan tersebut melalui variabel yang berbeda, seperti absorptive capacity dan IT performance. 

Variasi penggunaan variabel mediator menunjukkan bahwa mekanisme hubungan antara IT governance dan kinerja 

organisasi masih beragam dalam literatur. Hingga saat ini, penelitian bibliometrik yang memetakan variabel mediator 

dalam penelitian IT governance masih terbatas. 

Gap ketiga berkaitan dengan variasi konteks industri dalam penerapan IT governance. Organisasi skala kecil dan 

menengah menilai kerangka seperti COBIT terlalu kompleks untuk diterapkan secara penuh, sedangkan organisasi besar 

memerlukan tata kelola yang lebih formal dan terstandarisasi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa fokus penelitian 

IT governance dapat bervariasi antar sektor industri. Namun demikian, penelitian bibliometrik yang mengelompokkan 

publikasi berdasarkan konteks industri masih terbatas. Berdasarkan ketiga research gap tersebut, penelitian ini 

menggunakan pendekatan bibliometrik untuk mengidentifikasi tren publikasi, struktur konseptual, dan perkembangan 

tema penelitian dalam domain IT governance dan digital transformation. 
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Domain Penelitian 

Domain penelitian dalam studi ini mencakup konsep tata kelola teknologi informasi (IT Governance) dan transformasi 

digital dalam organisasi. Kedua konsep tersebut berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi 

untuk mendukung proses bisnis serta pencapaian tujuan organisasi. Konsep IT governance dan digital transformation 

menjadi dasar dalam pembahasan domain penelitian pada studi ini. 

 

IT Governance 

Tata kelola teknologi informasi (IT governance) merujuk pada sistem yang mengatur bagaimana teknologi informasi 

diarahkan dan dikendalikan dalam organisasi. Konsep ini berkaitan dengan pengaturan hak pengambilan keputusan, 

struktur tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi 

selaras dengan tujuan organisasi. Dalam kajian tata kelola TI, IT governance merupakan kerangka yang menentukan 

kewenangan pengambilan keputusan terkait teknologi informasi serta mekanisme pemantauannya guna menjaga 

keselarasan dengan strategi organisasi [11]. 

Dalam literatur lain, IT governance juga dipahami sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang mengatur struktur, 

proses, dan mekanisme relasional untuk memastikan bahwa teknologi informasi mendukung pencapaian tujuan organisasi 

dan menghasilkan nilai bagi bisnis. IT governance berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan teknologi informasi agar 

selaras dengan strategi organisasi serta kepentingan para pemangku kepentingan [12]. 

 

Digital Transformation 

Transformasi digital (digital transformation) merupakan proses perubahan mendasar pada organisasi melalui 

pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan proses bisnis, model bisnis, serta pengalaman pengguna. Transformasi 

ini mencakup berbagai aspek seperti digitalisasi proses, pengembangan kapabilitas digital, serta integrasi teknologi baru 

dalam aktivitas organisasi. 

Sejalan dengan itu, transformasi digital didefinisikan sebagai proses perubahan yang terjadi ketika teknologi digital 

digunakan untuk menghasilkan perubahan signifikan pada proses organisasi, struktur organisasi, serta model bisnis suatu 

perusahaan [13]. Definisi ini menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi 

baru, tetapi juga mencakup perubahan organisasi secara menyeluruh. 

 

Bibliometric Analysis 

Analisis bibliometrik (bibliometric analysis) merupakan metode sistematis yang digunakan untuk mempelajari 

literatur ilmiah dengan mengidentifikasi pola, tren, serta dampak penelitian dalam suatu bidang tertentu melalui analisis 

data publikasi ilmiah [6]. Metode ini biasanya melibatkan proses pengumpulan data dari database ilmiah, pembersihan 

data, serta penerapan teknik analisis bibliometrik untuk menghasilkan informasi yang bermakna mengenai perkembangan 

suatu bidang penelitian. Analisis bibliometrik bertujuan untuk mengidentifikasi tren penelitian, hubungan antar konsep, 

kolaborasi peneliti, perkembangan tema penelitian, serta kontribusi penulis, institusi, dan negara dalam suatu domain 

ilmu. 

 Melalui pendekatan bibliometrik, penelitian ini memetakan perkembangan literatur ilmiah mengenai IT governance 

dalam konteks transformasi digital. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tren publikasi dan kontribusi penulis, 

institusi, serta negara dalam domain penelitian tersebut. Penelitian ini juga menelaah pergeseran fokus kajian dari 

pendekatan berbasis kepatuhan menuju konsep yang lebih adaptif, seperti digital agility dan ambidexterity, sekaligus 

mengidentifikasi struktur konseptual dan klaster topik penelitian dalam literatur IT governance. 

 

Biblioshiny sebagai Tools Bibliometrik 

Biblioshiny merupakan antarmuka berbasis web dari paket bibliometrix yang dikembangkan menggunakan bahasa 

pemrograman R untuk mendukung analisis bibliometrik dan pemetaan ilmiah (science mapping). Perangkat ini mampu 

mengolah data bibliografi dari berbagai basis data akademik, seperti Scopus dan Web of Science, serta menyediakan 

berbagai analisis, seperti tren publikasi, sitasi, produktivitas penulis, dan analisis kata kunci [14]. 

Melalui Biblioshiny, pengguna dapat melakukan analisis bibliometrik tanpa perlu menuliskan kode R secara langsung. 

Antarmuka grafis yang disediakan memungkinkan pengguna mengunggah data bibliografi, menjalankan berbagai 

analisis, serta menghasilkan visualisasi seperti jaringan kata kunci, analisis sitasi, dan peta tematik penelitian secara lebih 

mudah dan interaktif.  
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3. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode bibliometric analysis untuk menganalisis 

perkembangan penelitian IT Governance dalam konteks Digital Transformation. Pendekatan bibliometrik digunakan 

untuk mengidentifikasi pola publikasi ilmiah, tren penelitian, hubungan antar topik, kontribusi penulis, institusi, dan 

negara, serta perkembangan tema penelitian secara sistematis dan terukur. Selain itu, penelitian ini juga melakukan 

interpretasi terhadap hasil visualisasi bibliometrik guna menjelaskan pergeseran paradigma tata kelola TI dari pendekatan 

berbasis kepatuhan menuju tata kelola yang lebih adaptif dan mendukung transformasi digital lintas industri. Analisis 

bibliometrik dilakukan menggunakan database Scopus sebagai sumber data utama dan perangkat lunak Biblioshiny 

sebagai alat visualisasi dan pemetaan ilmiah. 

 
Gambar 1. Metode Bibliometric Analysis 

 

C.1  Research Questions 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan penelitian mengenai IT Governance di era 

transformasi digital melalui pendekatan bibliometrik. Berdasarkan hasil pemetaan literatur, penelitian ini merumuskan 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

RQ1. Bagaimana tren pertumbuhan publikasi mengenai IT Governance di era transformasi digital selama periode 2021–

2026? 

RQ2. Siapa saja penulis, institusi, dan negara yang paling produktif serta paling berpengaruh dalam domain penelitian IT 

Governance dan Digital Transformation? 

RQ3. Apakah terjadi pergeseran fokus penelitian dari pendekatan berbasis kepatuhan (compliance-oriented governance) 

menuju pendekatan yang lebih adaptif seperti digital agility dan digital governance? 

RQ4. Bagaimana struktur konseptual dan klasterisasi topik dalam literatur IT Governance pada era transformasi digital? 

RQ5. Topik manakah yang termasuk kategori motor themes dan topik mana yang masih tergolong niche themes dalam 

penelitian IT Governance dan Digital Transformation? 

 

C.2 Literature Source 

Sumber literatur dalam penelitian ini diperoleh dari database Scopus. Scopus dipilih karena memiliki cakupan 

publikasi ilmiah internasional yang luas dan kredibel, sehingga mampu menyediakan data bibliografi yang relevan untuk 

analisis bibliometrik. Artikel yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada publikasi periode 2021–2026 untuk 

merepresentasikan perkembangan terbaru penelitian mengenai IT Governance dalam konteks transformasi digital. 
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C.3 Search Terms 

Proses pencarian data dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci dan operator Boolean untuk memperluas 

sekaligus memfokuskan hasil pencarian. Strategi pencarian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

("IT Governance" OR "Information Technology Governance" OR "Enterprise Governance of IT" OR "Corporate 

Governance of IT" OR "Digital Governance" ) AND ( "Digital Transformation" OR "Digitalization" OR "Digital 

Innovation" OR "Agility" OR "Ambidextrous" OR "Ambidexterity" OR "Digital Capability" ).  

Pencarian dilakukan pada metadata artikel yang meliputi judul, abstrak, dan kata kunci (TITLE-ABS-KEY). Berdasarkan 

hasil pencarian awal diperoleh sebanyak 902 dokumen. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan berdasarkan kriteria 

penelitian sehingga diperoleh dataset akhir sebanyak 421 artikel jurnal yang digunakan dalam analisis bibliometrik. 

 

C.4 Tools and Techniques 

Data bibliografi yang telah diperoleh dari Scopus dianalisis menggunakan Biblioshiny yang menghasilkan visualisasi 

ilmiah dalam bentuk grafik, jaringan kata kunci, serta peta tematik penelitian. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: analisis tren pertumbuhan publikasi tahunan, analisis 

produktivitas penulis, institusi, dan negara, analisis sitasi, co-occurrence keyword analysis, thematic map analysis, dan 

analisis struktur konseptual dan klasterisasi topik penelitian.  

Visualisasi yang dihasilkan digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan tema penelitian, hubungan antar 

konsep, serta pergeseran paradigma penelitian IT Governance dalam konteks transformasi digital. 

 

C.5 Inclusion and Exclusion Criteria 

Kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan relevansi artikel terhadap fokus penelitian. 

Artikel yang memenuhi kriteria inklusi meliputi: jurnal ilmiah (journal article), publikasi berbahasa Inggris, periode 

publikasi 2021–2026, membahas IT Governance dalam konteks Digital Transformation, dan peer-reviewed. Sementara 

itu, artikel yang termasuk dalam kriteria eksklusi meliputi: dokumen selain artikel jurnal seperti conference proceedings, 

book chapter, editorial, dan review article, artikel dengan bahasa selain Inggris, dan artikel yang tidak relevan dengan 

topik penelitian berdasarkan proses penyaringan judul dan abstrak.  

Berdasarkan proses penyaringan tersebut, sebanyak 481 dokumen dieliminasi sehingga diperoleh total akhir 

sebanyak 421 artikel yang digunakan sebagai dataset penelitian. 

 

4. Hasil Penelitian 

RQ1: Bagaimana tren pertumbuhan publikasi mengenai Tata Kelola TI di era transformasi digital selama lima 

tahun terakhir? 

  
Gambar 2. Grafik hasil bibliometrik Research Question 1 

 

Berdasarkan hasil analisis bibliometrik pada Gambar 2, terlihat bahwa jumlah publikasi mengenai Tata Kelola TI (IT 

Governance) di era transformasi digital mengalami tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021–2025. Grafik 

menunjukkan adanya peningkatan yang stabil dari tahun 2021-2024, dan mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 

2025, lalu menurun tajam di tahun 2026. Adapun peningkatan yang tajam ini dapat dilihat dari adanya inovasi dalam 

dunia Artificial Intelligence (AI), dan menyebabkan integrasi teknologi yang ada dari tahun-tahun sebelumnya dengan 

AI. Adapun AI dapat meningkatkan IT governance dalam menyelaraskan IT dengan keputusan bisnis. [15] Sementara 

itu, penurunan tajam di tahun 2026 dapat disebabkan juga karena data ini diambil di bulan Maret 2026, dan jumlah paper 

yang dibuat masih dapat meningkat dari saat data diambil.  
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Secara keseluruhan, hasil bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian mengenai Tata Kelola TI di era transformasi 

digital mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi topik yang semakin relevan dalam mendukung adaptasi 

organisasi terhadap perkembangan teknologi digital. 

 

RQ2: Siapa saja penulis, institusi, dan negara yang paling produktif dan paling berpengaruh (banyak disitasi) 

dalam domain penelitian ini? 

Berdasarkan hasil analisis bibliometrik pada Gambar 2, terlihat bahwa Wang J. merupakan penulis dengan jumlah 

publikasi terbanyak, yaitu sebanyak 8 dokumen, beberapa penelitiannya berfokus pada ekonomi digital [16], digital 

governance [17] dan transformasi digital [18]. Selanjutnya, Li J., Liu X., dan Zhang X. masing-masing memiliki 5 

dokumen, sedangkan beberapa penulis lain seperti Li L., Li Z., Wang H., Yang L., Yang X., dan Zhang C. masing-masing 

memiliki 4 dokumen. Hasil ini menunjukkan bahwa penelitian terkait Tata Kelola TI di era transformasi digital didominasi 

oleh sejumlah penulis yang secara konsisten aktif melakukan publikasi pada bidang tersebut. 

 

Gambar 2. Grafik bibliometrik Research Question 2 (Penulis) 

 

 

Gambar 3. Grafik bibliometrik Research Question 2 (Institusi) 

Pada tingkat institusi, berdasarkan Gambar 3, Guizhou University of Finance and Economics serta Tsinghua 

University menjadi institusi dengan kontribusi publikasi tertinggi, diikuti dengan Beijing Normal University, Chongqing 

University, Fudan University, dan Hohai University. Dominasi institusi dari Tiongkok menunjukkan bahwa universitas-

universitas di negara tersebut memiliki fokus penelitian yang kuat terhadap Tata Kelola TI dan transformasi digital. Dari 

421 paper yang diambil sebagai sumber penelitian, lebih dari 60 paper mengambil studi kasus di Tiongkok, hal ini 

membuktikan fokus penelitian terhadap tata kelola TI di negara tersebut . 

 

Gambar 4. Grafik bibliometrik Research Question 2 (Negara) 

Sementara itu, berdasarkan Gambar 4, China/Tiongkok menjadi negara dengan kontribusi sitasi tertinggi, yaitu 

sebanyak 1096 sitasi. Posisi berikutnya ditempati oleh France dengan 520 sitasi, Germany dengan 511 sitasi, serta 

Netherlands dengan 448 sitasi. Negara lain seperti USA, Indonesia, Spain, Australia, Korea, dan Italy juga turut 

memberikan kontribusi, meskipun dengan jumlah sitasi yang lebih rendah. 

Dominasi Tiongkok dalam penelitian Tata Kelola TI di era transformasi digital dapat dipengaruhi oleh pesatnya 

perkembangan teknologi dan transformasi digital di negara tersebut, salah satunya adalah program Digital Silk Road 
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(DSR) sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road (BRI) [19] baik dalam negara maupun kerja sama dengan negara lain 

[20]. Selain itu, pemerintah Tiongkok pun beradaptasi dan mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam kegiatan 

pemerintahannya, membuat peningkatan pesat dalam perkembangan teknologi di Tiongkok, namun juga memunculkan 

masalah-masalah baru seperti ketimpangan kelas dan eksploitasi kekuasaan [21]. 

Tingginya jumlah sitasi menunjukkan bahwa penelitian yang dihasilkan tidak hanya banyak dipublikasikan, tetapi 

juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan penelitian global pada bidang Tata Kelola TI dan transformasi 

digital. Dengan demikian, hasil bibliometrik ini menunjukkan bahwa kontribusi penelitian dalam bidang Tata Kelola TI 

membawa dampak di berbagai bidang, dan akan terus meningkat. 

 

RQ3: Research Question 3: Apakah benar terjadi pergeseran dari fokus "kepatuhan/audit" menuju "kelincahan 

digital"? 

Berdasarkan hasil visualisasi bibliometrik pada Gambar 5, Gambar 6, Gambar 7, terlihat bahwa memang terjadi 

pergeseran fokus penelitian Tata Kelola TI dari pendekatan yang berorientasi pada tata kelola dan kepatuhan tradisional 

menuju pendekatan yang lebih berfokus pada transformasi digital dan kelincahan digital (digital agility). Namun 

demikian, aspek tata kelola tidak hilang, melainkan mengalami perluasan dan transformasi konteks. 

 

Gambar 5. Grafik hasil bibliometrik Research Question 3 

 

 

Gambar 6. Grafik hasil bibliometrik Research Question 3 (tren 2021-2023) 

 

 

Gambar 7. Grafik hasil bibliometrik Research Question 3 (tren 2024-2026) 

Pada periode 2021–2023 (Gambar 6), topik penelitian masih didominasi oleh kata kunci seperti IT governance 

[22][23][24], digital governance [25][26], digitalization [27], digital economy [28][29], dan digital innovation [30]. 

Berdasarkan thematic map pada Gambar 6, tema seperti IT governance, information technology, dan organizational 

performance berada pada kategori motor themes, yang menunjukkan bahwa tema tersebut memiliki tingkat relevansi dan 

perkembangan yang tinggi dalam penelitian. Selain itu, muncul pula tema seperti agility, strategic agility, dan IT 

capabilities yang mulai mengindikasikan adanya perhatian terhadap kemampuan organisasi dalam beradaptasi secara 

cepat terhadap perubahan digital [22][31][32]. 
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Selanjutnya, pada periode 2024–2026 terjadi perkembangan fokus penelitian yang lebih kuat menuju isu transformasi 

digital dan tata kelola digital. Berdasarkan Gambar 7, terlihat adanya transisi dari tema IT governance menuju digital 

transformation, digital governance, e-government, smart city, dan sustainable development. Hal ini menunjukkan bahwa 

penelitian mulai bergerak dari tata kelola TI tradisional menuju tata kelola yang mendukung transformasi digital dan 

pengembangan berkelanjutan [33] [34]. 

Pada Gambar 7, tema seperti digital transformation, artificial intelligence, dan IT governance menjadi tema utama 

dengan frekuensi yang tinggi. Selain itu, muncul tema baru seperti digital governance, transparency, public 

administration, dan e-government yang menunjukkan bahwa penelitian tidak lagi hanya berfokus pada kepatuhan dan 

pengendalian internal, tetapi juga pada bagaimana tata kelola dapat mendukung inovasi digital, transparansi, serta 

pelayanan publik berbasis teknologi pada era transformasi digital [35]. 

Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa fokus terhadap tata kelola dan kepatuhan tidak sepenuhnya 

ditinggalkan. Tema seperti corporate governance, digital governance, data governance, dan organizational performance 

tetap muncul pada periode 2024–2026. Artinya, konsep kepatuhan dan kontrol masih relevan, tetapi telah berkembang 

mengikuti kebutuhan transformasi digital yang lebih dinamis. 

Dengan demikian, hasil bibliometrik menunjukkan bahwa memang terjadi pergeseran fokus penelitian dari 

pendekatan Tata Kelola TI yang bersifat tradisional dan berorientasi kepatuhan menuju pendekatan yang lebih 

menekankan transformasi digital, kelincahan organisasi, inovasi digital, dan tata kelola digital. Namun, tata kelola tetap 

menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa transformasi digital dapat berjalan secara efektif, terarah, dan 

berkelanjutan. 

 

RQ4: Bagaimana struktur konseptual dan klasterisasi topik dalam literatur Tata Kelola TI saat ini? 

 

 
Gambar 8. Grafik hasil bibliometrik Research Question 4 

Berdasarkan hasil visualisasi jaringan pada Gambar 8, terlihat bahwa struktur konseptual penelitian Tata Kelola TI 

saat ini terbentuk dalam beberapa klaster utama yang saling berhubungan. Dua topik yang menjadi pusat utama dalam 

jaringan penelitian adalah digital governance dan digital transformation. Kedua node tersebut memiliki ukuran paling 

besar pada visualisasi jaringan, yang menunjukkan tingkat keterhubungan dan pengaruh yang tinggi terhadap topik-topik 

lainnya. 

Klaster pertama berpusat pada tema digital governance. Pada klaster ini, topik-topik yang berkaitan antara lain public 

administration, smart city, digital innovation, sustainable development, e-government, digitalization, dan china. Klaster 

ini menunjukkan bahwa penelitian Tata Kelola TI banyak berkembang pada konteks tata kelola pemerintahan digital, 

pelayanan publik, pembangunan berkelanjutan, serta pengembangan kota pintar (smart city), terutama di Tiongkok 

[34][35][36]. Hal ini menunjukkan bahwa konsep tata kelola digital tidak hanya diterapkan pada organisasi bisnis, tetapi 

juga pada sektor pemerintahan dan pembangunan sosial. 

Klaster kedua berpusat pada tema digital transformation. Topik yang terkait dalam klaster ini meliputi IT governance, 

cybersecurity, digital economy, digital divide, e-governance, governance, dan sustainability. Klaster ini menggambarkan 

bahwa transformasi digital memiliki hubungan yang erat dengan tata kelola TI tradisional, keamanan siber, ekonomi 

digital, serta isu kesenjangan digital. Dengan demikian, penelitian pada klaster ini lebih berfokus pada bagaimana 

organisasi dan institusi mengelola perubahan digital secara efektif dan aman. 

Selanjutnya, klaster ketiga terdiri dari topik seperti artificial intelligence, digital government, dan corporate 

governance. Meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan dua klaster utama, topik-topik ini tetap memiliki hubungan 

dengan jaringan utama penelitian. Kemunculan artificial intelligence menunjukkan bahwa perkembangan teknologi AI 

mulai menjadi bagian penting dalam pembahasan Tata Kelola TI modern, khususnya dalam mendukung pengambilan 

keputusan, otomatisasi layanan, dan tata kelola digital berbasis data [37]. 

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa struktur konseptual penelitian Tata Kelola TI saat ini 

didominasi oleh keterkaitan antara transformasi digital dan tata kelola digital. Penelitian tidak lagi hanya berfokus pada 
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aspek teknis pengelolaan TI, tetapi telah berkembang menuju isu yang lebih luas seperti pemerintahan digital, keamanan 

siber, keberlanjutan, kecerdasan buatan, serta inovasi digital dalam berbagai sektor [38]. Hal ini menunjukkan bahwa 

Tata Kelola TI telah berkembang menjadi bidang multidisiplin yang mendukung transformasi organisasi dan masyarakat 

di era digital, namun juga dieksplor terkait dampaknya terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat, seperti ekologi, 

hukum [39], pelayanan publik, agrikultur [40], serta budaya. [41]. 

Hasil analisis bibliometrik yang dilakukan menunjukkan peningkatan yang konstan dari tahun 2021-2026, dan 

perlahan mengalami pergeseran topik dari yang awalnya membahas tentang compliance atau kepatuhan, kini menjadi 

berfokus pada transformasi digital. Pada saat ini, paper didominasi dengan topik utama digital governance dan digital 

transformation. Selain itu, tema utama yang ditulis berkaitan dengan artificial intelligence.  

 

RQ5: Topik manakah yang merupakan "Motor Themes" (tema penggerak utama) dan topik mana yang masih 

"Niche" (jarang diteliti/spesifik)? 

 

Gambar 9. Hasil visualisasi Research Question 5 

Berdasarkan hasil visualisasi thematic map pada Gambar 9, terlihat bahwa tema penelitian mengenai Tata Kelola TI 

di era transformasi digital terbagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat relevansi (centrality) dan tingkat 

pengembangannya (density). 

Tema yang termasuk kategori Motor Themes merupakan tema yang memiliki tingkat relevansi dan pengembangan 

tinggi, sehingga menjadi penggerak utama dalam perkembangan penelitian. Pada visualisasi Gambar 10, klaster digital 

governance berada pada kuadran Motor Themes bersama dengan topik seperti e-government dan artificial intelligence. 

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terkait tata kelola digital menjadi fokus utama dan memiliki pengaruh besar dalam 

perkembangan literatur Tata Kelola TI saat ini. 

Tema e-government juga menunjukkan tingkat relevansi yang tinggi karena banyak dikaitkan dengan tata kelola 

digital, pelayanan publik digital, serta transformasi pemerintahan berbasis teknologi. 

Selain klaster digital governance, klaster digital transformation juga menjadi tema penting dalam penelitian. Topik 

seperti IT governance, cybersecurity, governance, dan sustainability berada dalam klaster ini. Walaupun pada visualisasi 

posisinya lebih mendekati area basic themes, tema-tema tersebut tetap memiliki tingkat relevansi tinggi karena menjadi 

fondasi utama dalam penelitian transformasi digital organisasi. 

Sementara itu, tema yang masih tergolong Niche Themes atau tema yang lebih spesifik dan belum terlalu luas 

dikembangkan terlihat pada topik seperti digital transformation, IT governance, dan cybersecurity yang berada pada area 

kiri atas visualisasi. Tema-tema ini memiliki tingkat pengembangan yang cukup baik, tetapi keterhubungannya dengan 

tema lain masih relatif terbatas dibandingkan tema utama seperti digital governance. 

Di sisi lain, terdapat pula tema yang berada pada area Emerging or Declining Themes, seperti digitalization, digital 

economy, dan smart city. Tema-tema ini memiliki tingkat sentralitas dan densitas yang lebih rendah dibandingkan tema 

utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa topik tersebut masih dalam tahap perkembangan awal atau sedang mengalami 

perubahan fokus penelitian. Namun demikian, tema-tema ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi tema utama di 

masa mendatang, terutama karena semakin meningkatnya kebutuhan terhadap digitalisasi ekonomi, pembangunan kota 

pintar, dan integrasi teknologi digital dalam kehidupan masyarakat. [37] 

 

Analisis Keseluruhan Hasil Bibliometrik 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, publikasi terkait Tata Kelola TI mengalami peningkatan yang signifikan, 

khususnya pada periode 2024–2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Tata Kelola TI menjadi bidang kajian 

yang semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan organisasi terhadap pengelolaan transformasi digital, integrasi 

teknologi cerdas, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan digital yang dinamis. 
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Dari analisis berdasarkan penulis, institusi, dan negara, menunjukkan bahwa Tiongkok menempati peringkat pertama 

dalam kontribusi penelitian terkait tata kelola TI, hal ini menunjukkan banyaknya studi kasus serta penelitian yang 

menjadikan Tiongkok sebagai objek studi kasusnya, dan penelitian-penelitian ini memberikan gambaran terkait kebijakan 

yang diambil untuk meningkatkan tata kelola TI di negara tersebut. 

Pada topik dan tema penelitian, terjadi pergeseran dari topik berbasis compliance atau kepatuhan menjadi transformasi 

digital. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola TI pada saat ini semakin berubah, meninggalkan cara lama yang 

berfokus pada audit, kepatuhan, serta peraturan atau sistem, menjadi sistem yang semakin adaptif dan lincah, dan tata 

kelola pada saat ini berfokus pada keamanan digital, ketahanan teknologi (sustainability), artificial intelligence, serta e-

government. Namun, penelitian tentang digital governance masih mendominasi, bersamaan dengan digital 

transformation. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fokus penelitian mulai berubah, peraturan dan sistem akan tetap 

menjadi sentral penelitian tentang tata kelola TI itu sendiri. 

 

5. Kesimpulan 

    Hasil analisis bibliometrik terhadap 421 artikel jurnal dari database Scopus pada periode 2021–2026 secara jelas 

menggambarkan lanskap penelitian IT Governance yang tengah mengalami perkembangan signifikan, namun masih 

menunjukkan adanya klaster-klaster konseptual yang belum sepenuhnya terintegrasi satu sama lain. Peningkatan 

publikasi yang tajam, khususnya pada periode 2024–2025, mencerminkan tingginya perhatian akademis dan praktis 

terhadap pengelolaan teknologi informasi di era transformasi digital. Namun demikian, dominasi kontribusi dari negara 

tertentu, terutama Tiongkok yang mencatatkan sitasi tertinggi sebanyak 1.096 mengindikasikan adanya ketimpangan 

geografis dalam produksi pengetahuan, yang pada gilirannya dapat mempersempit relevansi temuan terhadap konteks 

organisasi di wilayah lain, termasuk negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan kapasitas digital yang 

berbeda. 

     Analisis tematik lebih lanjut mengonfirmasi bahwa penelitian IT Governance sedang mengalami pergeseran 

paradigma yang nyata dari pendekatan berbasis kepatuhan, audit, dan kontrol menuju tata kelola yang lebih adaptif, agile, 

dan strategis. Pemetaan struktur konseptual menunjukkan bahwa digital governance dan digital transformation menjadi 

dua simpul utama yang membentuk klaster penelitian saat ini, dengan tema-tema seperti e-government dan artificial 

intelligence teridentifikasi sebagai motor themes, tema dengan tingkat relevansi dan densitas tinggi yang menjadi 

penggerak utama perkembangan literatur. Sementara itu, topik-topik seperti digital transformation, IT governance, dan 

cybersecurity berada pada kategori niche themes yang memiliki tingkat pengembangan cukup baik namun 

keterhubungannya dengan tema lain masih relatif terbatas. Meski demikian, aspek kepatuhan dan pengendalian tidak 

sepenuhnya ditinggalkan, melainkan mengalami reposisi sebagai fondasi yang menopang agenda transformasi digital 

yang lebih luas, suatu kondisi yang mencerminkan tegangan antara kebutuhan stabilitas institusional dan tuntutan 

kelincahan digital yang terus meningkat. 

Mengatasi kesenjangan tersebut memerlukan reorientasi strategis yang secara sungguh-sungguh menjembatani teori 

dan praktik. Kolaborasi lintas disiplin dan lintas sektor perlu diperkuat, mengingat struktur konseptual penelitian saat ini 

masih terfragmentasi dalam klaster-klaster yang belum sepenuhnya terhubung. Agenda penelitian ke depan perlu 

memperluas basis sumber data dan mengembangkan studi empiris lintas sektor industri, serta secara khusus memperdalam 

kajian mengenai AI governance, data governance, dan keamanan siber, topik-topik yang saat ini masih berada pada 

kategori niche themes, namun diprediksi akan berkembang menjadi arus utama seiring meningkatnya integrasi kecerdasan 

buatan dalam tata kelola organisasi. Di sisi lain, tema-tema yang berada pada kategori emerging themes seperti 

digitalization, digital economy, dan smart city juga memiliki potensi besar untuk berkembang dan perlu mendapat 

perhatian dalam agenda penelitian mendatang. Tanpa upaya terkoordinasi semacam itu, potensi IT Governance sebagai 

instrumen strategis transformasi digital akan tetap terbatas, dan kesenjangan antara perkembangan teori global dengan 

realitas implementasi lokal akan terus melebar. 
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